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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penulisan hukum yang telah disusun, penulis menyimpulkan: 

• Pasal 154 UU Minerba mengatur mengenai penyelesaian sengketa Izin Usaha 

Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan 

Khusus  (IUPK) yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwapertambangan 

tergolong ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka penyelesaian 

sengketa IUP, IPR, dan IUPK dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN). 

Dalam berpekara di Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya akan disingkat peratun) 

dibagi menjadi dua tahapan yang pertama adalah Pra Litigasi. Dalam pra litigasi 

terdapat proses dismissal yaitu suatu prosedur penelitian yuridis yang dilakukan oleh 

ketua pengadilan terhadap gugatan yang didaftarkan untuk dipertimbangkan apakah 

dapat diterima dan diproses lebih lanjut atau sebaliknya, dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh karena tidak terpenuhinya beberapa prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 

62 UU Peratun.120 Kemudian masuk ke proses kedua yaitu Pemerikasaan Persiapan. 

Maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan persiapan sebelum dilakukannya 

pemeriksaan terhadap pokok perkara adalah untuk memberikan saran perbaikan 

terhadap surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan melengkapo data yang 

diperlukan dalam rangka penyempurnaan surat gugatan dimaksud, selain daripada itu 

dalam Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan 

atau pejabat TUN berkaitan dengan terbitnya KTUN (atau tindakan TUN) yang menjadi 

objek sengketa. Memberikan saran perbaikan dalam rangka penyempurnaan surat 

gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan salah satu penerapan asas 

konpensasi. Dalam sengketa TUN, kedudukan penggugat dan tergugat diasumsikan 

tidak seimbang. Kemudian lanjut sengketa IUP, IPR, dan IUK lanjut memasuki tahap 

yang kedua yaitu Proses Litigasi sidang terbuka yang terdiri dari; 1 Pembacaan 

Gugagatan; 2. Eksepsi dan Jawaban; 3. Replik dan Duplik serta; 3. Pembuktian. Proses 

 
120 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi, (Jakarta, Sinar 

Grafika, 2018), hlm. 224 
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litigasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dalam UU Peratun. Atas putusan yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha 

Negara terhadap sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK dapat dilakukan upaya 

hukum yaitu; 1. Banding; 2. Kasasi serta; 3. Peninjauan Kembali yang diajukan kepada 

Mahkamah Agung. 

• Adapun forum arbitrase yang menurut pasal 154 UU Minerba dapat ditempuh adalah 

untuk sengketa Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang masih berlaku. Sebagaimana 

yang diatur dalam pasal Pasal 169,  

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  

d) Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang 

telah  ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai 

jangka  waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.  

e)  Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya 

pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a 

disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini 

diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.  

Penerapan rezim perizinan tidak berlaku bagi para pihak dalam kontrak karya dan 

perjanjian pengusahaan pertambangan batubara yang sudah ada sebelum berlakunya 

UU Minerba diberlakukan. Apabila dalam KK dan PKP2B kedua belah pihak yaitu 

pemerintah dan pengusaha pertambangan terdapat klausul penyelesaian sengketa 

arbitrase berakhir maka pengusaha pertambangan mineral dan batubara harus tunduk 

terhadap semua ketentuan dalam UU Minerba rezim perizinan. 

Pasal 154 merujuk arbitrase dalam negeri sebagai forum menyelesaikan sengketa 

pertambangan mineral dan batubara. Lembaga arbitrase dalam negeri adalah Badan 

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam sebuah artikel tertera bahwa BANI 

bersedia menangani sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK. Menurut hemat 

penulis, pernyataan BANI tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku karena pada dasarnya arbitrase sebenarnya hanya menyelesaikan sengketa 

perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu bahwa sengketa izin tersebut 

tidak termasuk sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Arbitrase bahwa sengketa yang dapat 

diselesaikan adalah sengketa dalam bidang perdagangan dan sengketa yang dikuasai 

oleh para pihak. Untuk perdagangan sendiri tidak dapat diartikan hal tersebut termasuk 
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perizinan karena berada dalam ranah yang berbeda, izin bukan merupakan obyek 

perdagangan, dan bukan sesuatu yang bersifat komersial, penentuan untuk 

diperolehnya sebuah izin adalah dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan untuk 

memperolehnya. Kemudian mengenai sengketa yang dikuasai oleh para pihak, berbeda 

pada perjanjian dalam bentuk konsesi ketika pemerintah masih menerapkan ketentuan 

UU Minerba Lama121, kesepakatan antara pemerintah dengan pihak lain dalam 

perjanjian senantiasa merupakan hukum privat. 

Bagaimana apabila semua KK dan PKP2B sudah habis masa berlakunya? Maka 

rumusan penggunaan forum arbitrase dalam pasal 154 UU Minerba seharusnya tidak 

lagi berlaku dan akan lebih baik apabila dihilangkan dalam rumusannya. Hal ini 

bertujuan untuk adanya kepastian hukum. Selanjutnya penulis menemukan kaganjilan 

dalam kata penghubung “dan” antara pengadilan dan arbitrase dalam pasal 154 dapat 

diartikan salah. Karena kata dan tersebut bersifat kumulatif membuat forum pengadilan 

dan arbitrase menjadi kewajiban yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa 

IUP, IPR, dan IUPK. Sehingga pembuat undang-undang dianggap kurang dapat 

menyampaikan maksud dari penggunaan forum yang harus dipilih oleh para pihak yang 

bersengketa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan  yang telah diuraikan, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai 

upaya penyempurnaan kebijakan publik dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan 

dengan IUP, IPR, dan IUPK 

1. Dengan adanya berbagai permasalahan terkait dengan UU ini, khususnya mengenai 

penyelesaian sengketa pertambangan maka penulis menyarankan agar pembuat 

undang-undang menjabarkan mekanisme terkait dengan penyelesaian sengketa 

pertambangan pasal 154 UU Minerba, misalnya  dalam bentuk peraturan 

pemerintah yang khusus mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa pelaksanaan 

IUP, IPR, dan IUPK di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

2. Penulis juga menyarankan agar pembuat undang-undang secara eksplisit 

menjelaskan lebih lanjut penggunaan forum arbitrase dalam sengketa IUP, IPR, dan 

IUPK. Pemerintah harus menciptakan keseimbangan atas kepentingan dalam 

 
121 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 

1967 LN. th. 1967 No. 22 TLN. No. 4959. 
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kegiatan pertambangan, sehingga masing-masing pihak akan merasa terayomi dan 

terakomodasikan kepentingannya untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hu 
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